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INTIS ARL

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akae twah, vang diakibatkan
oleh perkembangnva manusia da pemnu\,u.m serta puhcuumuu,m kebutuhan
manusia, dimana luas tanab relatif totap sohingga me wlorong man
mencari altematit'tetap schingga mendorong manusia untul: mencari alternatit lain
dalam memperoleh tanah untuk memerniin kebntnhan tersebuii t-erolenan lanah
tersebut salah satunya adalal melaluil reklamasi pantai. Il-;-i;i;;z.ma.-;i,fpunimbuuau
pantai adalah kegiatan memperoleh tanah melalui cara menimbun pantai & ngan
material padat sehingga bertambahnya daratan vang menjorok ke laut. Tanab husil
reklamasi dapat dipergunakan untuk memenuhi kcbululmnnm Karena merupakan
tanah baru, reklamasi pantai belum dikenal dalam Hukum Tamak IhuCuLbuL
Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan partanahan yang secara
khusus mengatur I'Ek]dmd\! pantar. Eegratan reklamasi sudah banvak dvld!\\dm}"an
baik oleh perorangan maupun badan hukum Kegiatan reklamasi yang dilakukan
oleh penduduk/perorangan dilaksanakan secara sporadis dan tradisional, seperti
vang dilakukan oleh pendndnk desa Noreh Kecamaran Sreseh Kabupaten
Sampang. yang sampai saat ini ielah diperolell bidang tanal untuk pewmukinan,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui proses pelaksanzan pemberian
ijin reklamasi sampai dengan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi tersebut
serta kemungkinan dd'mvu penvimpangan  dart peluksunaan  tersebut  setelah
dianalisis berdasakan peraturan perundang-undangan yaug berlaku, Peayajian
data dilakukan dengan metode diskiiptif melalui pendekatan studi kasus, yaitu
suatu studi mengenai fakta yang ada di lapangan serta mencoba mencari arahan
serta pemecahan masalal yang berkenaan dengan reklamasi pantai.

Dari hasil penelitian dengan mengeunakan metode pengambilan sampel
secara acak proporsional dan analisis data secara dekskriptif’ atau data textular
diketahui bahwa ijin reklamasi diperoleh dengan melapor kepada Kepala Desa,
[jin diberikan secara lisan. Dalain proses perijinan ini ada penvimpangan diana
yang berwenang mengeluarkan - ijin sebenarnya bukan Fepala Desa seharusnya
Bupati/walikota atau pejabat vang ditunjuk.

Dalam proses permohonan hak dan pemberian hak atas tanah sudah sesuai
dengan prosedur akan fetapi terdapat penyimpangan dimana pemohon tidak
mempunyai dasar penguasaan yang kuat atas tansh negara yang dimohon. Serta
peruntukan dan penggunaan tanahnya tidak secuai dengan rencana umum tata
ruang wilayah Kabupaten Sumpang.

Terhadap kasus ini disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional segera
mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara p nJ,n,m
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan
bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan
dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai seperti telah disebutkan dalam
tujuan pembangunan Repelita VI Bidang Keagrariaan Dan Pertanahan

Pada masa pembangunan sekarang ini sangat diperlukan modal dasar sebagai
daya dukung keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaannya. Tanah sebagai
salah satu modal dasar pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat
strategis.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional masalah tanah bukan lagi
bermakna yang sama dengan masaiah pertanian, tetapi telah berkembang pesat
menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekono, sosial budaya,
politik dan pertahanan dan keamanan sehingga dengan demikian perlu diatasi

~ dengan pengembangan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, agar kebutuhan

tanah yang diperlukan guna pelaksanaan pembangunan dapat disediakan secara



Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, tanah mencakup pengertian yang
meliputi berbagai dimensi/ukurannya. Tanah dalam pengertian ruang merupakan
wadah dari berbagai kegiatan manusia yang tem@ di dalammya adalah kegiatan
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Semakin bertambahnya jumlah
penduduk, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula Sementara itu
persediaan tanah relatif tetap/terbatas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini kebutuhan akan tanah semakin

meningkat untuk keperluan berbagai proyek, sedangkan dilain pihak persediaan

tanah terbatas sekali. (Abdulrahman, 1992 : 101).

Dalam hal ini suatu usaha nyata dalam penataan penguasaan tanahnya, sehingga
tercipta suatu keadaan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang pada
akhimya akan mewujudkan pencapaian tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana
tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Repelita
VI, bidang Keagrariaan/Pertanahan tercantum bahwasannya penyelenggaraan
penataan Keagrariaaan/Pertanahan dan pengembangan administrasi pelayanan di
bidang Pertanahan bagi masyarakat dan instansi pemerintah merupakan salah satu
kegiatan penting yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunaan.
Lebih daripada itu penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen pertanahan
tersebut, pada dasarmya merupakan bagian dari upaya guna mewujudkan tujuan
nasional dan oleh sebab itu harus diarahkan agar sesuai dengan amanat Garis —
Garis Besar Haluan Negara Sehubungan dengan itu perlu disusun Repelita VI

bidang Keagrariaan / Pertanahan sebagai penjabaran Garis — Garis Besar Haluan



lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor II/ MPR / 1993
- teptang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV fbutir 12

Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedangkan penataan
penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran
rakyat yang sebesar — besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan
hak — hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan
tanah pertanian dan perkotaan serta mencegah penelantaran tanah termasuk berbagai
upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentiigan
rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar semakin mewujudkan sistem
pengelolaan pertanahan yang terpadu serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib
administrasi , tertib hukum, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah
dan lingkungan hidup.

Peningkatan kebutuhan tanah dapat diketahui dari harga tanah yang semakin
meningkat, sesuai dengan hukum ekonomi bahwa jika kebutuhan meningkat,
sedangkan persediaan terbatas, maka sebagai akibat harga akan meningkat. Untuk
daerah pedesaan, peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan di bidang pertanian
akan terlihat dengan semakin banyaknya fragmentasi bidang — bidang tanah Salah
satu cara untuk mengatasi hal tersebut secara tradisional adalah dengan mengadakan
pembukaan lahan baru jika memang kondisi lingkungannya mendukungPada
Repelita VI tahun 1994 /1995 — 1998 / 1999 Badan Pertanahan Nasional Bab V Sub
G. 56.

Pembanguman perumahan dan pemukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas
sehingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan

rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta
keterpaduan dengan lingkungan sosial disekitarnya.

Berkaitan dengan kutipan diatas, menimbulkan permasalahan pertanahan yang



maupun horisontal ke wilayah perairan ( penimbunan pantai, budidaya rumput laut,

penambangan minyak dan sebagainya )
Dengan meningkatnya telmologi, pembangunan di atas air, telah membuka
peluang untuk mencari alternatif lain dalam penggunaan tanah, yaitu pemanfaatan

ruang ke atas dan ke bawah dengan membangun gedung — gedung bertingkat dan atau
membangun di ruang bawah tanah Bahkan karena sulitnya mencari tanah terutama

di kota — kota besar dan sekitarmya kini telah mulai mengembangkan ruang / tanah
ke arah laut dengan mengadakan penimbunan atau reklamasi pantai ( Soni Harsono,

1994 )

Di lain pihak ada kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perorangan secara
sporadis untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, seperti yang dilakukan
oleh penduduk Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang semakin
lama semakin banyak jumlah bidang tanah yang dihasilkan dari reklamsi pantai oleh
masyarakat tersebut. Karena hasil dari reklamsi ini menyangkut tanah baru, dalam
arti memperoleh tanah dengan cara menimbun pantai, maka perlu pengaturan lebih
lanjut agar tidak terjadi benturan kepentingan yang menyangkut wilayah perairaan
pantai dengan dukungan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan
perundang — undangan, baik pada skala nasional maupun regional. Dengan demikian
bidang — bidang tanah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku dan dapat diproses pemberian haknya
sesuai dengan hak yang ada pada Undang — undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA )

khususnya pasal 16 ( Boedi Harsono, 1980 )



Dengan dasar hal — hal tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk diketahui
lebih lanjut fakta yang ada di lapangan serta upaya mencari arahan.dalam
penertiban kegiatan reklamasi pantai. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis
mengambil judul : PEMBERIAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI

PANTAI DI KABUPATEN SAMPANG PROPINSI JAWA TIMUR.

. Permasalahan dan Perumusan Masalah

Perkembangan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan pembangunan dalam
memenuhi kepentingan seperti pemukiman / perumahan, pertanian, perkantoran,
pariwisata dan lain — lain, pengadaannya antara lain dapat dilakukan dengan
reklamasi pantai. Tanah yang dihasilkan dari kegiatan reklamasi tersebut
diharapkan dapat diindentikkan dengan pengertian tanah yang diatur dalam UUPA
khususaya pasal 4 yang menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara
ditentukan adanya bermacam -macam hak atas permukaan bumi, demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya, sekedar diperiukan. -
lmh"xk kepentingan yang:langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi,
sehingga dapat diberikan dengan svatu hak atas tanah Kegiatan reklamasi pantai
dapat dilakukan oleh Badan Hukum Pemerintah/Swasta dan perorangan. Untuk saat
ini, yang diatur hanyalah kegiatan reklamsi yang dilakukan oleh Badan Hukum

seperti pada Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 400-3725



C

yang dihasilkan dapat diberika:_l dengan sesuatu hak atas tanah. Berdasarkan
keterangan di atas jelaslah bahwa untuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh
perorangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Noreh Kecamatan Sreseh
Fabupaten Sampang belum ada aturan yang jelas.

Seharusnya untuk mereklamasi pantai harus mendapat ijin dari instansi/pejabat
yang berwenang sebagai dasar penguasaan tanah sehingga bidang-bidang tanah yang
dihasilkan dapat diproses dengan pemberian hak dan kepadanya dapat diperoleh
kepastian hukum hak atas tanahnya.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

| Bagaimana pelaksanaan proses pemberian ijin reklamasi pantai sampai
dengan pemberian hak atas tanahnya ?

2 Apakah terjadi penyimpangan dalam proses pemberian 1jin reklamasi pantai

sampai pemberian hak atas tanahnya. ?

Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti kegiatan reklamasi pantai yang
dilakukan oleh perorangan/penduduk sampai dengan pemberian hak atas tanahnya di

Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Twjuan Penelitian



b. Penyusun ingin mengetahui manfaat reklamasi serta dampak terhadap
lingkungannva sampai dengan pemberian hak atas tanahnya seperti vang telah

diatur oleh peraturan penmdahg-lmdangan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memberikan gambaran suatu keadaan / kejadian di daerah penelitian agar
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan di bidang
pertanahan khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan reklamasi pantai
dan tanah hasil reklamasi pantai tersebut.
b. Diharapkan nantinva hasil dar penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan

1lmu dan hukum pertanahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ijin merekiamasi pantai diberikan oiei Kepaia Desa Noreh berdasarkan
permohonan lisan yang diajukan oleh pemohon.

2. Dalam Proses permohonan hak dan pemberian hak atas tanah secara
prosedur sudah sesuai dengan peramran perundang-undangan yang
berlaku, tetapi secara hukum juga terdapat penyimpangan karena
pemohon tidak mempunyai dasar penguasaan yang kuat yang dapat
dibuktikan secara hukum atas penguasaan tanah.

3. Tanah yang dihasilkan dalam kegiatan reklamasi pantai di Desa Noreh
Fecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah seluas 17.011 M
sebanvak 30 bidang yang pemberian hak atas tanahnya dilakukan melalui
provek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Tanah.
Sedangkan tanah seiuas 7.682 M- sebanvak 20 bidang dilakukan dengan

cara swadaya

B. Saran-saran
1. Dengan semakin meningkamya kebutuhan akan tanah, maka reklamasi

dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut. untuk itu Pemerintah



1

W

mengenai tata cara permohonan hak dan pemberian hak atas tanah hasil
reklamasi.

Pemerintah Daerah F.abupaten Sampang perlu segera mengevaluasi 1j1n
reklamasi yang dikeluarkan oleh Fepala Desa dan mengendalikan
pemanfaatan kawasan lindung yang terdapat reklamasi pantai yang
dipergunakan untuk pemukiman. karena tidak sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah.

Radan Pertanahan Nasional harus betul-betul selektif dalam menyusun
riwayat tanah sesuai dengan fakta sehingga tidak terjadi terputusnya

riwavat tanah
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